BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Cara Membuktikan Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut
Pasal 184 KUHAP yakni diawali dengan identifikasi sifat wujudnya informasi
elektronik tersebut, yakni bersifat fisik atau visual (digital). Proses
pemeriksaan Digital Forensik haruslah sesuai SOP telah ditentukan, hal ini
dimaksudkan agar kehadiraninformasi elektronik sebagai barang bukti yang
disita dan kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara, telah memenuhi
persyaratan dan memiliki legalstanding atas keabsahannya yang selanjutnya
dalam perkara ini dijadikan pula sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam
persidangan.

2. Kedudukan bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen
elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam bila dikaitkan dengan alat
bukti yang di atur dalam pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, bukti elektronik
dapat berstatus sebagai surat atau pengganti surat, keterangan ahli (apabila
kehadirannya bersama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli
tersebut), dan bukti petunjuk, tergantung apa kapasitasnya dihadirkannya

dalam persidangan.
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B. Saran

1. Demi tercapainya tujuan Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan,
Peneliti berpendapat kepada para penegak hukum terhadap kedudukan suatu
Rekaman CCTV (umumnya yang termasuk informasi dan/atau dokumen
elektronik), perlu melakukan cross check terlebih dahulu terhadap suatu
keabsahan dari Rekaman CCTV (informasi dan/atau dokumen elektronik)
sebelum dijadikannya sebagai barang bukti ataupun alat bukti. Hal ini
mencegah kemungkinan terjadinya modifikasi atau hilangnya bagian dari
padanya karena informasi dan/atau dokumen elektronik sangat rentan dirusak

dan disalahgunakan.

2. Hadirnya Digital Forensik sebagai salah satu bagian dari Puslabfor Polri
bertujuan untuk membuktikan kejahatan (tindak pidana) yang melibatkan
fungsi teknologi (secara langsung maupun tidak langsung) dengan scientific
method sehingga menghasilkan suatu bukti-bukti digital yang meminimalisir
celah para pelaku kejahatan memanipulasi bukti-bukti tersebut. Dengan
mengangkat peranan Digital Forensik dalam kehidupan bermasyarakat, peneliti
berpendapat hal ini dapat mencegah (langkah preventif) terjadinya suatu tindak

pidana, baik itu yang konvensional maupun kejahatan siber.
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